GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS STRUKTUR DAN BESARNYA PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

Menimbang :

Mengingat:

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA BARAT,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah
Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat
Tahun 2012 Nomor 67) perlu dilakukan pengaturan dan
penyesuaian kembali struktur dan besarnya tarif penjualan
produksi usaha daerah, maka struktur dan besarnya tarif
penjualan produksi usaha daerah yang dikelola oleh Dinas

Kelautan dan Perikanan perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Papua Barat tentang Perubahan Kedua Atas Struktur dan
Besarnya Tarif Penjualan Produksi Usaha Daerah Provinsi

Papua Barat;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-UndangNomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
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Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 018 /PUU-1/2003;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);



10.

11.

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 12
Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat

Nomor 67);

Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 20 Tahun
2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah Provinsi Papua Barat ( Berita Daerah

Tahun 2015 Nomor 20;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS STRUKTUR DAN BESARNYA
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH PROVINSI PAPUA

BARAT.



Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 20
Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2015 Nomor 20)

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua
Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 10 November 2016

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 10 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,
CAP/TTD
NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 36.
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Lampiran :Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
Nomor 36 Tahun 2016
Tentang :

PERUBAHAN KEDUA ATAS STRUKTUR DAN BESARNYA PENJUALAN

PRODUKSI USAHA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NO | JENIS USAHA KAPASITAS/UKURAN BESARNYA KETERANGAN
RETRIBUSI (Rp)
1. IZIN USAHA SIUP berlaku
PENGOLAHAN IKAN selama
- SIUP menjalankan usaha.
Pengolahan Skala Kedil 500.000/Surat Daftar Ulang per 3
lkan Tahun
Skala Menengah ke atas 1.500.000/Surat

2. IZIN PEMASANGAN SIPR berlaku 1

RUMPON Tahun
- SIPR
4 — 12 Mil Laut 1.000.000, -
3. IZIN PENANGKAPAN SIPI Andon berlaku
IKAN ANDON 1 Tahun
- SIPI ANDON
10-15GT
16-24 GT 1.125.000,-
25-30GT 2.400.000,-
3.750.000,-
4. BUKTI PENCATATAN Tidak Dipungut
KAPAL PERIKANAN Biaya, untuk kapal
- BPKP Penangkap & Kapal
1-10 GT Angkut lkan Mati
Berlaku 1 Tahun
0,-

5. TANDA PENCATATAN Tidak Dipungut
USAHA Biaya
PEMBUDIDAYAAN Berlaku 1 Tahun
IKAN

- TPUPI 0r
Pembenihan < 0,75 ha 0,0
Pembesaran <2 Ha

6 TANDA PENCATATAN Tidak Dipungut
KAPAL PENGANGKUT Biaya, untuk Kapal
IKAN Angkut lkan Hidup

1-10GT 0,-

- TPKPI

Berlaku 1 Tahun
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GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD

ABRAHAM 0. ATURURI




